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PEMTURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR 39 TAHUN 20Lz

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA]'EKNIS DI\AS
BAI.AI I.ATIHAN KERIA, I.ATIHAN TMNSMIGMSI, DAN PENGEMBANGAN

PRODUKTIVITAS DAEMH PROVINSI GORONTALO

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR GORONTALO

bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lDinas-dinas Daerah

Provinsi Gorontalo, perlu membentuk Unit Pelalcsana Tel,nis Balai
Latihan Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembitngan Pro,Juktivitas
Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Gorontalo;

bahwa UPTD dibentuk sebagai sarana untuk mendukung percepatan
peningkatan dan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil
melalui pemberian pelatihan kerja bagi angkatan kerja, tratsmigrasi
dan peningkatan produKivitas daerah;

bahwa pelatihan dan keterampilan kerja, transmigrasi dan
Pengembangan Produktivitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Gorontalo dalam rangka penyediaan angkatan keqa yang

berkompeten, dan transmigran yang terampil serta perkembangan

usaha produKif diseKor swasta dan masyarakat dan pengembangan
wilayah transmigrasi sebagai satuan permuk,iman yarg perlu

mendapat perhatian;

bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan tSubernur

Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Krlrja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, Latiharn Tra
Pengembangan ProduKivitas Daerah Provinsi Gorontalo;;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pol:ok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1974

Nomor 55, tambahan Lembaran Negara R.eputrlik [ndonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undan,l-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara ttepublik [ndonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pernbentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2000

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara F(epublik [ndonesia

Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenar;akerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomon a268);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 1989 \omor 6

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pelmerintahern Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor L25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomrlr 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor t2 Tahun 2008 tentang Perulrahar,r KeJua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahen Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8++);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Penrerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44311);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentanrg Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1.997 tentang Ketransnigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 207I Nomor 82, Tambahan Lembararr Negara
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2009

Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3800);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahunr 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Rlepublill Indonesia Tahun

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nregara lRepublik Lndonesia

Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 21005 telntang Pergelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tarun 2005

Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Flepublik ..ndonesia

Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentanll Sistem

Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indoner;ia Tahun

2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Nreg?rd Republik .indonesia

Nomor 4637);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pr:mbagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pennerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007' Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737');

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik InrConeia Tarun 2007

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik .tndonesia

Nomor aT Q;
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomrsr 6 Tiahun 200,t tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daeralt Provinsi

Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTIUKAN ORGANIS,\SI DAN

TATA KERJA UNIT PEI-AKSANA TEKNIS DINAS; BALAI LATIHAI! KER]A,

I.ATIHAN TMNSMIGMSI, DAN PENGEMB/\NGAN PRODU

DAEMH PROVINSI GORONTALO

KTIVITAS
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas r)tonomi dan Tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walil<ota dan

Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggiara Pennerintahar Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah F'rovinsi Gorontalo.

6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Provinsi Gorontalo,

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya di:singkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Balai Latihan Keria, Latihan Transmigrrasi dan
Pengembangan Produktivitas Daerah pada Dinas Tenaga l(erja dan
Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubunrgan dengern tenaga

kerja pada waKu sebelum, selama dan sesudlah mam kerla,

9. Tenaga Kerja adalah setiap orang mampu nnelakuklan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan atau jasa baik urrtuk melmenuhi kebutuhan
sendiri maupun masyarakat

10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan sefta mengembangkanr kompetensi kerja,
produKivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrlrampilan

dan keahlian teftentu sesuai dengan jenjang dan kuillifikasi pekerjaan.
11. ProduKivitas adalah sikap mental yang selah; berusalra untul<

melakukan perbaikan mutu kehidupan seCIara benkelanjutan melalui
peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas,,

12. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara swada,p untuk
meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasiln transmigrasi.

13. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang trcrpindah
secara suka rela ke kawasan transmigrasi. 
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BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Lal.ihan Kerjtr, Latihan

Transmigrasi, Dan Pengembangan ProduKivitas Daerah Provinsi (iorontalo

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANIISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3
UPTD merupakan Unsur Pelaksana Teknis Opera:;ional Dinas yang dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan lbertanggungjawab kepada

Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Tekrris Dina:;

dibidang Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
pengembangan produKivitas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,,
UPTD mempunyai fungsi Perumusan dan Pengembangan Program yaitu;

a. pengkajian dan pengembangan jenis-jenis progr?rT't, model pelaksanaarr
pembelajaran, pelatihan serta peningkatan keterampilan tenaga kerjer

berbasis kompetensi dan berbasis masyerrakat, pelatiharr

ketransmigrasian dan peningkatan produKivitas;

b. penyusunan kurikulum pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga
kerja yang berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;

c. monitoring, evaluasi, superuisi dan penialain penyelengaraan lrogram-
program kegiatan, pengkajian dan analisis data ketersediaarr tenager
kerja;

d. pengkoordinasian peningkatan produKifitas
seftifikasi tenaga kerja;

s;efta uji kompetensi dan
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e. melaksanakan pengukuran produKivitas;

f . pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peltingkatan

kualitas proses pembelajaran dan pelatihan keterampilan kerrja pada

UPTD;
g. penatausahaan UPTD.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Ketransmigras;ian;

d, Seksi Pengembangan ProduKivitas.
(2) StruKur Organisasi UPTD sebagaimana tercerntum pada Lamlliran darr

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KER]A

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT1D dibawah dan

beftanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Kepala UPTD wajib menerapkan koordinasi, integrersi dan sirrkronisasi

baik dalam lingkungan maupun instansi tekni:; terkait lainnya.

Pasal B

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal i'
Kepala UPTD mempunyai fungsi :
a. perencanaan program dan kegiatan pelertihan dan perringkatan

Kompetensi tenaga kerja;

b. pengembangan metode pembelajaran dan pelatihan keterrampilarr
tenaga kerja dan ketransmigrasian;

c. pembinaan penyelenggaraan dan proses analisis kebutuhan pelertihan;
d. pengembangan program pelatihan ketrasmigra:sian;
e. peningkatan produKivitas tenaga kerja dan dunia usaha;

f. pengembangan sarana dan prasarana Balai;
g. pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan UPTD. -?
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Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan tekni:;

administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 Sutl

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan suh bagian tata usafta;

b. pelaksanaan program dan kegiatan rutin;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian, administretsi keuangtan dan

administrasi umum UPTD;

d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan sefta glelaporan

aset Daerah dan Negara;

e. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan pada s:ksi-seKi

dilingkungan UPTD;
f. pelaksanaan penyusunan hasil evaluasi program kegiatan sel:iap seksi

dilingkungan UPTD;
g. penyusunan laporan berkala UPTD.

Bagian Ketiga

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan
Ketransmigrasian

Pasal 11
Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan ketransmigrasian mempun)riai tuga:;

menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pelatihan dan
peningkatan keterampilan tenaga kerja dibidang peftanian, perrikanan,
peternakan, kehutanan, otomotif, teknologi mrekanik, listrik, bangunan,
aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga serta Pelatihan
ketransmigrasian.
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Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam F'asal 11,

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Ketransmrgrasian mempunyai furgsi :

a. penyusunan dan pengembangan rencana prograrn pelatiharr tenaga
kerja dibidang peftanian, perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif,
teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi
teknologi dan tata niaga sefta rencana program pelatihan

ketransmigrasian;

b. pelaksanaan kegiatan program pelatihan tenaga kerja di bidangl
peftanian perikanan, peternakan, kehutanan, ortomotif, teknologi
mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata
niaga serta pelaksanaan program pelatihan ketransmigrasian;

c. penyusunan kurikulum pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuharr wilayah
berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indornesia (SKhI\iI) sertcr
penyusunan kurikulum pelatihan ketransmigrasian;

d. penyusunan dan pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja;
e. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi program pelatiharr

tenaga kerja dan pelatihan ketransmigrasian baik pusat mitupun di
lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
g. pembuatan laporan berkala.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan ProduKivitas

Pasal 13
seksi Pengembangan Produktivitas mempunyai tugas merumus;]cn danr
meng koord i nasi ka n pela ksa naa n prog ram pen i ngkata n pnod uKivita s;.

Pasal 14
Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksucl dalam ;nsal 13,
Seksi Pengembangan Produktivitas mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan pengembangan rencana Prograrm sefta metoder

Peningkatan ProduKivitas;

b. pelaksanaan kegiatan program Peningkatan ProduKivitas;
c, pefaksanaan pengembangan desa produktif;

d. pelaksanaan bimbingan kewirausahaan;
e. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi progritm pengernbangan

produKifitas baik pusat maupun di lingkungan Pemerintah provinsi,

Kabupaten/Kota;
f , pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
g. pembuatan laporan berkala seksi Pengembangan produktivitas.
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BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15
(1) Kepala UPTD adalah Jabatan Esselon IIIa diangkat dan diberlrentikan

oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerarh Provin:;i sesual
Peraturan Perundang-undangan,

(2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan
sesuai Peraturan Perundang-undangan

BAB VII

PEMBIAYMN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Ciubernur (iorontalo

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanjia Daerah Provinsi
Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal t7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkarn pengurrdangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatanny'a dalarm Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

BERTTA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR :r9
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
20 November 2012



LAMPIMN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALC)
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 itev i:::;u{rT 20L2
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER]A

PEI.AKSANA TEKNIS DINAS BAI.AI LATIHAN KER]A,
TMNSMIGRASI, DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
PROVINSI GORONTALO.

UNIT
I.ATIHAN
DAERAH

KEPALA

SEKSI
PELATIHAN

TENAGA KERJA & KETRAMIGRISIAN

SUB BAGIAN

TATA USAHA
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